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BAB I 
  PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Banyak sengketa hukum yang penyelesainya  dilakukan dengan 
mendasarkan pada peraturan perundang-undangan negara, namun sengketanya 
sendiri tidak berahir dan bahkan semakin intens. Hal ini disebabkan penggunaan 
peraturan perundang-undangan hanya dapat menghilangkan gejala luar 
sengketanya namun tetap gagal  memadamkan sumber sengketanya. Begitu juga 
penyelesaian pelanggaran hukum  pidana tertentu yang menimbulkan gelombang 
protes ketidakadilan karena penggunaan hukum negara di samping tidak 
menimbulan efek jera juga tidak berkontribusi pada pemadaman sumber inti dari 
munculnya pelanggaran hukum tetentu seperti pencurian sendal, kakao, 
’’pengutilan’’ di mall dan pencurian sarung majikan. 1   
 Fakta di atas menunjukkan kegagalan penggunaan pendekatan 
positivistik dalam pelaksanaan atau penegakan hukum yang menjadi  acuan 
mainstream selama ini. Hukum hanya dilaksanakan melalui mekanisme ’’mesin 
robot’’. Penegakan hukum hanya ditempatkan sebagai alat untuk melaksanakan 
rumusan norma hukum yang ada dan mengabaikan nurani. Dalam kondisi 
kegagalan yang demikian, penggunaan sosiologis seharusnya sudah menjadi 
pilihan utama. 
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Dalam penegakan hukum, penggunaan ilmu hukum dalam perspektif 
sosiologis sebagai dasar putusan masih tampak ’’malu-malu kucing’’. Di tengah-
tengah dominannya  peranan pendekatan positivistik, ada sekelompok sangat 
kecil jumlahnya dari hakim yang mulai mengambil putusan terhadap kasus-kasus  
yang ditangani dengan mendasarkan pada hati nuraniya atau rasa keadilan sosial 
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masyarakat. Mereka yang sangat sedikit tersebut masih belum mampu 
melepaskan diri dari belenggu pendekatan positivistik, namun hati nurani mereka 
berhendak responsif dan akomodatif terhadap tuntutan keadilan. Konsekuensinya, 
mereka ini tetap mengikuti tradisi positivistik dalam pengampilan putusan , 
namun subtansi sanksinya ditentukan seringan mungkin atau bahkan tidak perlu 
dijalani.  
3
     
Dalam beberapa kasus pidana, putusan hakim dipandang monumental 
seperti kasus ’’, mbah Minah’’ dalam pencurian buah kakou atau pencurian 
singkong di perkebuan milik sebuah perusahaan di Sumatera. Dalam kedua kasus 
pencurian tersebut, hakim  tetap melakukan penilaian terhadap kasus dengan 
menggunakan logika deduktif dan syllogisme sebagai instrumen utama 
pendekatan positivistik untuk menentukan kesesuaian antara  perilaku dalam 
norma dan unsur perilaku yang terjadi. Tujuanya adalah menentukan kesimpulan 
adanya kesalahan terhadap terdakwa. Namun sanksi yang dijatuhkan adalah 
pidana percobaan agar terpidana tidak menjalani pidana. 
4
  
Dalam kasus pencurian singkong, sanksi yang dijatuhkan berupa pidana 
penjara 2,5 tahun atau denda sebesar 1 (satu)  juta rupiah. Setelah membacakan 
putusanya, sang hakim mencopot  toganya, membuka dompetnya kemudian 
mengambil&memasukan uang  1 (satu) juta rupiah ke topi togannya serta berkata 
kepada para hadirin: .
5
  
’’Saya atas nama pengadilan juga menjatuhkan denda kepada setiap orang yang 
hadir di ruang sidang ini sebesar 50 (ima puluh) ribu rupiah, sebab menetap di 
kota ini dan membiarkan seseorang kelaparan sampai mencuri untuk memberi 
makan cucunya. Terkumpulah uang sbesar Rp. 3,5 juta yang kemudian diserahkan 
kepada sang terpidana yang tidak perlu menjalani penjara, meski denda sebesar 
Rp. 1 juta tidak diambil oleh Jaksa’’.  
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Dalam konteks melihat carur marutnya peradilan yang pada ujungnya 
tidak mampu memberikan keadilan bagi pencari keadilan, ada baiknya disimak 
kegelisahan seorang Guru Besar Hukum Universitas Diponegoro (UNDIP) 
sebagai berikut: 
6
 .       
’’Dalam pencarian kebenaran paripurna ini saya mengajak pembaca untuk 
bercermin terhadap kasus yang menimpa Manisih dan ketiga saudaranya yang 
dituduh mencuri kapuk randu seharga Rp.12.000,- di Batang yang ditahan sejak 
mulai penyidikan hingga putusan dijatuhkan. Berapa banyak kerugian kahiriyah, 
materiil karena tidak bisa bekerja sebagai petani serta nestapa batiniah yang tidak 
terperinci. Saya dalam hal ini bukan membela ’’pencuri’’ tetapi berempati 
terhadap penderitaan yang melebihi kesalahnya mencuri  kapuk radu  seharga Rp. 
12.000,- tersebut. Kasus serupa banyak terjadi dalam masyarakat  yang sejak dulu 
dikenal kaya akan  kearifan dan rasa weals asih. Apakah ini keadilan yang 
sesungguhya dicari dalam kita  berhukum selama ini? Tidak adakah ruang  lain 
selain jalur hukum formal untuk mencari keadilan?  
 
Secara normatif  penyelesaian melalui musyawarah/diluar pengadilan 
dapat dilihat antara laian dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup, 
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.23 Tahun 1997 tentang 
Pengelolaan lingkungan Hidup 
7
 dan  Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 
tentang Sistem Peradilan Anak. 
8
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    Suteki, Legal Pluralisme dan Implikasinya Metodologisnya: Sebuah Pendekatan Terhadap Hukum 
Yang Multifacet, Kongres Ilmu Hukum Refleksi dan Rekontruksi Ilmu Hukum Indonesia, Bagian 
Hukum dan Masyarakat, Fakultas Hukum, Universitas  Diponegoro, Semarang, 19-20 Oktober 
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   Pasal 30  UU No. 23 Tahun 1997 menegaskan: (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat 
ditempuh melalui pengadilan dan di luar pengadilan berdasarkan pilihan secara suka rela para 
pihak yang bersengketa;(2) Penyelesaian sengketa  di luar pengadilan sebagaimana di maksud pada 
ayat (1) tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur  dalam Undang-
Undang ini; (3) Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar 
pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan 
tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa. Pasal 31 UU No.23 Tahun 1997 
menegaskan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan diselengarakan untuk 
mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan 
tertentu guna menjamin tidak akan terjadinya atau terulangnya dampak negatif terhadap lingkungan 
hidup. Pasal 32 UU No. 23 Tahun 1997 menegaskan dalam penyelesaian sengketa lingkungan 
hidup di luar pengadilan sebagaimana di maksud dalam Pasal 31 dapat digunakan jasa pihak ketiga, 
baik yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan maupun yang memiliki kewenangan 
mengambil keputusan, untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup. Pasal 33 UU 
No. 23 Tahun 1997 menegaskan (1) Pemerintah dan/atau masyarakat  dapat membentuk lembaga 
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 Saat ini, pembicaraan tentang ruang lingkup hukum pidana mencakup di 
dalamnya pembicaraan tentang perbuatan pidana, pelaku perbuatan pidana dan 
pertanggungjawaban pidana.
9
  Lahirnya Undang-Undang  No. 13 Tahun 2006 
tentang Perlindungan Saksi dan Korban, harus dianggap sebagai koreksi terhadap 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  (KUHP) yang di dalamnya belum 
menempatkan korban dalam posisi yang semestinya. Dalam pada itu, 
ditetapkannya Undang-Undang tersebut juga merupakan koreksi terhadap ruang 
lingkup hukum pidana yang selama ini di pahami dan dianut.  Artinya, apabila 
hendak membicarakan tentang ruang lingkup hukum pidana, maka perlindungan 
terhadap korban seyogyanya menjadi bagian yang tak terpisahkan dari ruang 
lingkup hukum pidana. Kebutuhan esensial sebagai korban, untuk ikut serta 
                                                                                                                                                                     
penyedia jasa pelayanan senketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak memihak (2) 
Ketentuan mengenai penyedia jasa pelayanan penyelesaian sengketa lingkungan hdiup diatur lebih 
lanjut dengan Peraturan Pemerintah.        
8
  Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan ke proses di luar 
peradilan pidana. Diversi bertujuan: a. mencapai perdamaian antara korban dan anak; b. 
menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan; c. menghindarkan anak dari perampasan 
kemerdekaan; d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan e. menanam rasa tanggungjawab 
kepada anak (Pasal 6 UU No. 11 Tahun 2012). (1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan dan 
pemeriksaan perkara anak di pengadillan negeri wajib diupayakan Diversi. (2) Diversi 
sebagaimana dimaksud  pada ayat (1) tidak dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan: 
a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; b. bukan merupakan pengulangan 
tindak pidana (Pasal 7 UU No. 11 tahun 2012). (1) Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah 
dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing 
kemasyarakatan, dan pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan restoratif (2) Dalam  hak 
diperlukan, musyawarah sebagainana dimaksud  pada ayat (1)dapat melibatkan Tenaga 
Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat. (3) Proses Diversi memperhatian: a. kepentingan 
korban; b. penghindaran stigma negatif; c. kesejahteraan dan tanggungjawab anak; penghindaran 
pembalasan; e. Keharmonisan masyarakat; dan kepatutan, kesuaian dan ketertiban umum (Pasal 8 
UU No.11 Tahun 2012).            
9
  Meskipun belum menjadi kesepakatan para ahli hukum pidana, Iswanto dalam disertasi yang 
berjudul restitusi kepada korban mati atau luka berat sebagai syarat pidana bersyarat pada tindak 
pidana lalu lintas jalan, UGM, Yogyakarta Tahun 1995 memasukan korban tindak pidana menjadi 
bagian ruang lingkup hukum pidana, sehingga ruang lingkup hukum pidana menurut Iswanto 
mencakup : (a) Perbuatan pidana; (b) Pelaku perbuatan pidana ; (c) Pertanggungjawaban pidana; 
dan (d) Korban tindak pidana. 
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dalam menentukan proses hukum, masih belum diakomodasi  dalam UU No. 13 
Tahun 2006.
10
  
Dalam praktik peradilan, dapat dicatat model penyelesaian tindak pidana 
melalui musyawarah yang di motori oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri)  
di bawah program Perpolisian Masyarakat (Polmas), tidak dapat dianggap 
sebagai Ishlah antara korban dan pelaku, karena inisiatif selalu datang dari Polisi. 
Korban tetap tidak berperan dan diperankan sebagai pihak yang seharusnya 
berhak menentukan proses hukum.
11  
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   Diktum b. menimbang dalam UU No. 13 Tahun 2006  menegaskan bahwa penegak hukum dalam 
mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana 
seringkali mengalami kesulitan karena tidak dapat menghadirkan  saksi dan/atau korban 
disebabkan adanya ancaman baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu; c. Bahwa sehubungan 
dengan hal tersebut, perlu dilakukan perlindungan bagi saksi dan korban yang sangat penting 
keberadaannya dalam peradilan pidana. Dalam Pasal 5 ayat (1) di nyatakan Seorang saksi dan 
korban berhak: a. Memperoleh perlndungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, 
serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah 
diberikanya; b. Ikut serta  dalam proses memilih dan menentukan  bentuk  perlindungan dan 
dukungan keamanan; c. Memberikan keterangan tanpa tekanan; d. Mendapat penerjemah; e. Bebas 
ari pertanyaan yang menjerat; f. Mendapatkan informasi tentang perkembangan kasus; g. 
Mendapatkan  informasi mengenai putuan pengadilan; h. Mengetahui dalam hal terpidana 
dibebaskan;i. Mendapat identitas baru; j.mendapatkan tempat kediaman baru; k. Memperoleh 
penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan; l. Mendapat nasihat hukum; dan/atau m. 
Memperoleh biaya hdiup sementara sampai batas waktu perlindungan berahir; (2) Hak 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada saksi dan/atau korban tindak pidana dalam 
kasus-kasus tertentu sesuai dengan keputusanLPSK. Pasal 6 UU No. 13 Tahun 2006 menegaskan 
Korban dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat, selain berhak atas hak sebagaimana di 
maksud dalam Pasal 5, juga berhak untuk mendapatkan: a. Bantuan medis; dan b. Bantuan 
rehabilitasi psiko-sosial. Pasal 7 UU No. 13Tahun 2006 menyatakan (1) Korban  melalui LPSK 
berhak  mengajukan ke pengadikan berupa: a. Hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak 
asasi manusia yang berat; b. Hak atas estitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung pelaku 
tindak pidana; (2) Keputusan mengenai kompensasi dan restutusi di berikan oleh pengadilan; (3) 
Ketentuan lebih lanjut  mengenai pemberian kompensasi dan restitusi diatur dengan Peraturan 
Perundang-Undangan.      
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 Berdasarkan Skep Kapolri 737/X/2005 tentang  Kebijakan dan Strategi Perpolisian Masyarakat 
(Jakstra Polmas) penyelesaian perkara-perkara pidana tertentu di masyarakat melalui cara-cara 
alternatif penyelesaian sengketa. Dalam skep tersebut Petugas Polmas (dikenal juga sebagai 
Babinkamtibmas/Bhabinkamtibmas) yang bertugas pada Kelurahan/Desa/Kawasan tertentu diberi 
kewenangan bersama-sama masyarakat untuk menyelesaikan beberapa perkara pidana dengan 
tujuan untuk menemukan kedamaian sehingga tidak memicu menjadi konflik yang lebih luas. 
Dalam Skep Kapolri 433/VII/2006 yang  merupakan penjabaran  dari Jakstra Polmas memberikan 
panduan kepada Patugas Polmas dalam penyelesaian perkara ringan/pertikaian warga, bahkan juga 
mengatur panduan khusus menghadapi orang yang bersikap  menolak/melawan (salah satu 
keterampilan yang dipelajari ketika pelatihan menjadi mediator). Adapun  beberapa klasifiaksi 
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Penyelesaian kasus pidana dengan cara perdamaian pada tingkat 
penyidikan dilakukan secara diam-diam. Kondisi yang demikian, bukan hanya 
akan membuka penilaian yang negatif bagi polisi sebagai penyidik juga akan 
menibulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku dan korban. Kondisi ini dapat 
diakhiri apabila perdamaiah tersebut mendasarkan pada ishlah. Ishlah sebagai 
model penyelesaian kasus pidana berpedoman pada Alquran, sehingga mustahil 
apabila keberadaanya tidak memberikan keadilan. Ishlah dapat dilakukan untuk 
setiap tindak pidana, sepanjang kasus tersebut belum sampai ke tangan hakim. 
Hal ini  berbeda dengan model pedamaian yang ditawarkan oleh manusia, sebut 
saja misalnya penyelesaan kasus pidana oleh pranata Polmas.    
Hasil penelitian yang dilakukan oleh Awang  Munggardijaya (Mahasiswa 
S1 Ilmu Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati (Unswagati ) Cirebon  Tahun 
2010, yang berjudul model penyelesaian tindak pidana ringan oleh Polmas 
(Perpolisian Masyarakat) yang mengambil sampel di beberapa kelurahan di kota 
Cirebon, diperoleh data bahwa dalam program Polmas, tidak semua kasus dapat 
tertangani 
12
  dan kasus yang dilaporkan kepada Bhayangkara Pembina 
                                                                                                                                                                     
perkara pidana yang dapat diselesaikan oleh petugas Polmas adalah Pelanggaran (Psl.489-569 
KUHP),  Tipiring dengan pidana penjara/kurungan maksimal 3 bulan atau denda masimal Rp. 
7.500,-, Kejahatan ringan (Pasal 302 penganiayaan terhadap hewan, Penganiayaan terhadap 
manusia Pasal 352 KUHP, Pencurian ringan Pasal364, Penggelapan ringan Pasal 373 KUHP, 
Penipuan ringan Pasal 379 KUHP, Penadahan ringan Pasal 482 KUHP. Penghinaan ringan Pasal 
315 KUHP. Pada tahun 2008 Jakstra Polmas diperkuat lagi dengan Peraturan Kapolri Nomor: 
7/2008 masih kurang puas, Polri terus  berusaha menyempurnakan konsepnya tentang ’’Mediasi 
Penal’’ melalui surat Kapolri No. Polk B.3022/XII/2009/Sdeops tgl. 14 Desember 2009 tentang 
Penangananan Kasus melaui ADR, yaitu  terhadap tindak pidana dengan kerugian kecil dan 
disepakati oleh para pihak yang berperkara, melalui prinsip musyawarah mufakat dengan 
melibatkan RT/RW dan diketahui masyarakat, serta menghormati norma hukum sosial, adat dan 
berasaskan keadilan bagi para pihak (Polri Lebih Maju dan Berkomitemn dalam Mediasi Penal, 
http://www.pmn.or.id/com_menu_forum_alias/2_diskusi-sep..., diakses pada tanggal 7 Februari 
2013, hlm: 1).  
12
  Dalam praktik misalnya, penyelesaian tindak pidana tidak selalu menggunakan hukum  pidana. 
Hasil penelitian yang dilakukan oleh Awang Munggardijaya (Mahasiswa S1 Ilmu Hukum 
Universitas Swadaya Gunung Jati (Unswagati ) Cirebon  yang berjudul model penyelesaian tindak 
pidana ringan oleh Polmas (Perpolisian Masyarakat) yang mengambil sampel di  beberapa 
kelurahan di kota Cirebon diperoleh data : (1) Kelurahan sukapura, kejahatan yang terjadi sebanyak 
19, yang berhasil di tangani 9 dan yang tidak dapat ditangani 10; (2) Kelurahan Kesambi, kejahatan 
yang terjadi sebanyak 8, yang berhasil di tangani 2 dan yang tidak tangani 6; (3) Pegambiran, 
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Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas)  hanya kejahatan 
ringan dan pelanggaran.   
13
 
Di samping  Polmas, pada tahap pemeriksaan kasus pidana oleh polisi 
juga dimungkinkan dilakukan dengan diskresi. Diskresi inipun belum sejalan 
dengan nafas ishlah. Diskresi merupakan kemerdekaan/kebebasan yang dimiliki 
oleh instansi atau petugas atas kewenangannya, yang dilakukan secara spontan, 
bebas mandiri dan kontekstual dengan melalui pertimbangan secara rasional, 
dilakukan secara bijaksana dalam membuat keputusan serta kemudian mengambil 
tindakan yang dianggap tepat/sesuai dengan situasi  dan kondisi yang di hadapi. 
Dengan diskresi pada akhirnya akan berujung pada penyampingan  hukum atas 
masalah hukum. 
14
    
                                                                                                                                                                     
kejahatan yang terjadi 13, dan seluruhnya dapat di tangani; dan (4) Lemah wungkuk, kejahatan 
yang terjadi 21, yang tertangani 18 dan yang tidak tertangani 3 (tiga) kejadian.   (Awang 
Munggardirjaya, (Skripsi) Model Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Oleh Polmas (Kepolisian 
Masyarakat(Studi di Beberapa Kelurahan di Kota Ciebon). Fakultas Hukum  Unswagati, Cirebon, 
2010, hlm: 72-90)   
13
   Jenis kejahatan yang terjadi di 4 (empat) kelurahan tersebut secara umum adalah (1)   Penghinaan 
ringan / 315 KUHP; (2)   Penganiayaan ringan / 352 KUHP; (3)  Pencurian ringan/364 KUHP; (4) 
Penggelapan ringan/373 KUHP; (5) Penipuan ringan/379 KUHP; (6) Kenakalan terhadap 
orang/barang/489 KUHP; (7) Mabuk di muka umum mengganggu ketertiban umum/492 KUHP; 
(8) Membiarkan ternak berkeliaran tanpa penjagaan/494 KUHP (4); (9) Membikin ingar/riuh 
malam hari/503 KUHP (1); (10) Gaduh di dekat tempat ibadah/sidang pengadilan/503 KUHP 
(2);(11) Pengemisan/504 KUHP; (12) Tanpa ijin  Presiden menerima gelar ningrat/tanda 
kehormaan/gelar/pangkat/derajat asing/507 KUHP (2); (13) Tanpa wewenang berpakaian 
PNS/508bis KUHP; (14) Tanpa izin meminjamkan uang /barang dengan gadai/jual beli/kontrak 
komisi/509 KUHP; (15) Menetap tinggal tanpa laporan/515 KUHP(1); (16) Tidak melaporkan 
kematian dan kelahiran/529 KUHP; (17) Mempertunjukkan sarana untuk menggugurkan 
kandungan/535; (18) Mabuk di jalan umum/536 KUHP; (20) Memberikan/jual miras ke anak di 
bawah umur/538 KUHP; (21) Tanpa ijin mengadakan sabung ayam/jangkrik/544 KUHP; (22) 
juka/tawar/serah/bagi/sedia jimat/benda gaib/546 KUHP (1); (23) Mengajar ilmu/kesaktian 
bertujuan perbuatan penodaan tanpa bahaya/546 KUHP (2). (Ibid, hlm:91-96) 
14
 Ibnu Artadi, Reposisi Penegakan  Hukum Pidana,Pidato Pengukuhan Guru Besar, Universitas 
Swadaya Gunung Jati, Cirebon,2009, hlm.  42. Menurut Ibnu Artadi, Penggunaan model 
penyelesaian perkara di luar pengadilan secara ideal di kembangkan oleh pihak Kepolisian dengan 
beberapa pertimbangan: (1) Sejalan dengan wewenang diskresi yang muncul  sebagai teks atau 
istilah yang terorganisasi  dalam sistem norma dalam UU No. 2 Tahun  2002 tentang Kepolisian 
Republik Indonesia; (3) Kepolisian sebagai pintu gerbang, sebagai pemegang posisi terdepan dari 
lapisan Sistem Peradilan Pidana(SPP/Criminal Justice System); dan (3) Tanpa wewenang diskresi 
Polisi diyakini Sistem Peradilan Pidana (SPP) tidak akan mampu menampung atau menangani 
seluruh masukan kasus-kasus kriminal yang terjadi dalam masyarakat.       
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Jereme H, Skolnick dalam bukunya :’’Justice without trial law informent 
in demokrtatik’’sebagaimana dikutip oleh Eddy O.S Hiariej menyatakan:’’bahwa 
polisi selain fungsi untuk menegakan hukum dan pelayan masyarakat; juga 
berfungsi sebagai figur ayah, teman, bahkan sebagai pengayom masyarakat. 
Masih menurut sumber yang sama , Herbert L Packer dalam bukunya :’’The 
Limits of the criminal sanction’’, memberikan penegasan bahwa Polisi juga 
sebagai gawang Sistem Perdilan Pidana. 
15
   
Pada saat seseorang menjadi korban kejahatan, yang paling dibutuhkan 
adalah memperoleh  kebebasan untuk menentukan sikap terhadap pelaku.  
Penentuan sikap terhadap pelaku tersebut, dapat diwujudkan dalam bentuk 
pemenuhan hak untuk menentukan model penyelesaian atas terjadinya kejahatan 
yang menimpa dirinya negara melalui Jaksa Penuntut Umum (JPU) akan 
melakukan penuntutan terhadap pelaku, yang dengan penuntutan tersebut diklaim 
sebagai bentuk pemenuhan hak korban.  
Alquran melegalkan setiap manusia yang menjadi korban kejahatan untuk 
melakukan pembalasan kepada pelaku. Sungguhpun demikian, memaafkan dan 
mengadakan perdamaian, lebih mulia daripada melakukan pembalasan.  
Allah SWT berfirman: 
Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal, tetapi barangsiapa 
memaafkan dan berbuat baik (kepada orang yang berbuat jahat) maka pahalanya 
dari Allah. Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang zalim. (Alquran, Asy-
Syura: 40). 
16
 
 
Mengacu pada Alquran, Surat  sy-Sy r : 40 di atas, dihubungkan dengan 
penegakan hukum, pesan moral yang dapat disampaikan adalah bahwa Islam 
                                                          
15
 Jereme H. Skolnick, Herbart L Packer dan Donal A  Well dalam Eddy O.S Hiariej, Mimbar Hukum 
Nomor: 33/X/1999, Majalah Berkala Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. 
16
    Departemen Agama Republik Indonesia, Alquran dan Terjemahanya CV. Diponegoro, ctk ke 10, 
Bandung, 2006, hlm. 389  
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menawarkan dua model penyelesaian kasus kriminal, yaitu melalui pengadilan 
(penal) dan di luar pengadilan (nonpenal).
17
   
Kritik atas penggunaan prosedur hukum pidana (pendekatan penal) 
sebagai satu-satunya cara  dalam penyelesaian perkara pidana, bukan hanya hal 
tersebut tidak sejalan Alquran, melainkan didasarkan pada kenyataan bahwa 
berkerjanya Sistem Peradilan Pidana/SPP, hanya mampu melahirkan kepastian  
hukum (legal justice) dan belum mampu memberikan keadilan, atau dengan 
meminjam istilah Muhammad Taufik, SPP gagal mewujudkan keadilan yang 
substansial.
18
 Berhukum hendaknya untuk keadilan dan bukan hanya untuk 
hukum. 
19
 
Selama ini, hukum hanya ditegakkan melalui mekanisme ’’mesin robot’’. 
Penegakan hukum hanya ditempatkan sebagai alat untuk melaksanakan rumusan 
norma hukum yang ada dengan  mengabaikan nurani. Dengan melihat output 
penegakan hukum yang demikian, penggunaan pendekatan sosiologis seharusnya 
menjadi pilihan. 
20
 Penegakan hukum yang hanya berdasarkan doktrin/paham 
                                                          
17
 Satjipto Rahardjo  yang  mengutip kata-kata Marc Galantar pernah menyatakan: ’’ dalah 
merupakan sesuatu yang mengganggu untuk menyimpulkan, bahwa membicarakan akses 
pengadilan semata-mata mengharuskan rakyat membawa persoalannya ke pengadilan. Ini adalah 
selalu sempit; pengadilan harus diperluas sehingga mencakup sejumlah variasi badan-badan yang 
juga melakukan penyelesaian masalah/remedial agencies (Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum 
Progesif, ctk. Pertama, Kompas Penerbit Buku, Jakarta, Agustus, 2010, hlm. 240.          
18
 Menurut Sajtipto Rahardjo, kegagalan dalam penegakan hukum dan pemberdayaan hukum 
ditengarahi oleh sikap submissive terhadap kelengkapan hukum yang ada seperti prosedur, doktrin 
dan asas hukum Indonesia, selain ketidakmampuan criminal justice system dalam mengemban 
tugasnya. Akibat yang ditimbulkan muncul sejumlah pertanyaan yang mempersoalkan sejauh mana 
efisiensi lembaga peradilan dapat diandalkan sebagai pencari keadilan, di tengah tidak 
profesionalnya aparat jaksa dan aparat penegakan hukum lainnya yang bermuara pada 
ketidakpuasan terhadap eksistensi lembaga peradilan di negeri ini (Muhammad Taufik, Model 
Penyelesaian Perkara yang  Berkedilan, Ringkasan Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum, 
Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2013,hlm. 22).              
19
  Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) 
menjadi saksi  dengan adil. Dan Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu 
untuk berlaku tidak adil. Berlaku adilah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada Takwa. Dan 
betakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Maha Teliti apa yang kamu kerjakan (Al-Qur’an,Al-
Ma’idah: 8).        
20
 Nurhasan Ismail, Ilmu Hukum Dalam Perspektif Sosiologis (Obyek Berbincangan yang 
Terpinggirkan). Kongres Ilmu Hukum Refleksi dan Rekontruksi Ilmu Hukum Indonesia, Bagian 
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legalisik formalistik, paham positivisme seyogyanya ditinjau ulang dalam proses 
peradilan pidana.  
Positivisme atau paham yang legalistik positivistik lahir bersamaan 
dengan lahirnya negara modern. Dalam pandangan Achmad Ali, paham ini, telah 
melakukan penyederhanaan-penyederhanaan yang agak berlebihan. Menurut 
aliran ini, hukum diidentikan sebagai keteraturan. Menurut paham yang 
dicetuskan oleh Austin ini, hukum adalah perintah yang bersumber dari otoritas 
yang berdaulat. Bagi paham/aliran ini menurut Achmad Ali, hukum positif 
berbeda jika dibandingkan dengan asas-asas lain, misalnya asas-asas yang di 
dasarkan pada moralitas, religi, kebiasaan, konvensi, ataupun kesadaran warga 
masyarakat. Lebih esktrim lagi menurut Achmad Ali, bagi penganut positivisme 
adalah munculnya pernyataam:’’a definition of law should exclude all reles that 
resemble  law but are not in he nature of commands of the sovereign 
authority/suatu definisi hukum harus melarang seluruh aturan yang mirip hukum, 
tetapi tidak bersifat perintah dari otoritas yang berdaulat. 
21
 
Brian Z. Tamanaha memberikan catatan tentang ’’positivisme  hukum’’ :  
 
’’Legal positivisme takes a reaslitic (though not Legal Realist) approach to law. 
What is law is a question of fact, wheter or not we approve of the laws. Legal 
positivists were contesting  the notion that only laws consistent with natural law 
dictates have the status of ’law’. Thus legal positivists focused on distinguishing 
what from moral oughts, wheraes  the social scientist focused on distinguishing 
whatlaw is /does from legal oughts  (from the norms cited as law but not lived or 
not enforced)’’22 
 
Maksud pernyataan Brian Z. Tamaha adalah ’’ Pada dasarnya (meskipun 
bukan hukum yang nyata) mendekati hukum yang realistik (nyata). Apa yang 
dimaksud dengan hukum  merupakan suatu pertanyaan apakah kita setuju dengan 
                                                                                                                                                                     
Hukum dan Masyarakat, Fakultas Hukum, Univiversitas Diponegoro, Semarang, 19-20 Oktober 
2012, hlm.  7. 
21
 Achmad Ali, Keterpurukan Hukum di Indonesia Penyebab dan Solusinya (M.S. Khadafi: editor), 
ctk. Pertama, Ghalia Indonesia, 2001 Jakarta, hlm. 39-40 
22
   Brian Z. Tamanaha, Realistict  Sosio-Legal Theory Pragmatism and a social theory of law, Oxford 
University Press, 1997, hlm. 131 
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hukum yang ada. Pakar hukum positif menyatakan bahwa  hukum-hukum yang  
konsisten dengan hukum-hukum alam yang mempunyai status hukum. Dengan 
demikian, pakar hukum berfokus pada kewajiban moral, sedangkan ilmuwan 
sosial berfokus pada hukum itu ditinjau dari kewajiban-kewajiban hukum (dari 
norma yang diambil sebagai hukum,  tetapi tidak dilaksanakan secara hukum). 
Bagi penganut paham positivis, hukum adalah perintah negara yang 
bersanksi. Hukum hanya terbatas pada produk negara yaitu hukum positif. 
Hukum positif  memisahkan secara tegas antara hukum dan moral. Paham ini 
cenderung melihat hukum hanya sebatas kaidah  dan tidak menerima hukum 
sebagai pranata sosial ataupun kultur. Positivisme melihat hukum sebagaimana 
yang seharusnya dilakukan (das sollen) dan tidak mau melihat hukum sebagai 
sebuah kenyataan (das sein). Hukum menurut John Austin: ’’Law is a commad 
set, either directly or circuitously, by a sovereign individual or body, to a 
member or members of some independent political soceity in which his 
aouthority is supreme’’/ Hukum adalah seperangkat perintah, baik langsung 
maupun tidak  langsung, dari pihak yang berkuasa kepada masyarakat. 
Masyarakat tersebut, merupakan masyarakat politik yang independen yang 
mempunyai (pihak yang berkuasa)  otoritas tertinggi. Ali mencatat kelemahan 
definisi Austin, yaitu (1) Hukum dilihat semata-mata sebagai kaidah yang 
bersanksi yang dibuat dan diberlakukan oleh negara padahal dalam kenyataanya 
kaidah tersebut belum tentu berlaku; (2) Bisa saja undang-undang yang dibuat 
oleh negara diterima sebagai  sumber hukum, tetapi itu bukan satu-satunya; (3) 
Austin hanya memfokuskan negara sebagai subjek hukum, padahal di luar itu 
negara juga merupakan subjek hukum. 
23
 
Dalam pada itu, Bentham  sebagaimana dikutip Robin West juga 
menegaskan:  
’’The  heart of legal positivism,  according to Jeremy Bentahm and his then 
contemporary band of ’’radical’’, as well as  modern positivist legal theorists,  
                                                          
23
    Achmad Ali, op.cit., hlm.  25. 
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was what is now confusedly called the ’’separabilty thesis’’: the law that is, is 
not necesarly the same as the law ought to be. That a law exists, positivists 
insisted, then as now, does not imply anything one way or the other about its 
merits or demerits, about whether it is just, or about whether it is a good law: 
laws are not necessarily good simply by virtue  of the fact of their existence; 
some laws are anjust or unwise but nevertheless law. 
24
 
 
Jantung hati dari hukum positif, menurut Jeremy Bentam dan teman 
sepahamnya, dianggap ’radikal’ sebagaimana teori hukum positif modern 
sekarang yang membingungkan adalah tesis pemisahan. Hukum tidak harus sama 
menjadi seperti itu. Apabila ada hukum, hukum positif ada. Hukum tidak selalu 
bagus. Namun  kenyataanya,  beberapa hukum dianggap tidak bijaksana tetapi 
itulah hukum.   
Menurut Santos, munculnya  paradigma positivisme  dalam epistimologi 
ilmu pengetahuan modern terjadi pada abad ke-18 yang kemudian pada akhir 
abad  kesembilan belas muncul seintifikasi hukum modern. Begitu kuatnya 
pengaruh hukum modern ini, sehingga berakibat terkikisnya tatanan kuno, 
terutama pengaruh teologi dan hukum menjadi sangat rasional. Pengaruh 
positivisme hukum ini (jurisprudence) kemudian melahirkan school of 
jurisprudence   yang kemudian sering disebut formalism atau conceptualism. 
25
  
Dalam paham ini diyakini bahwa dalam menangani kasus, hakim akan 
mengidentifikasi prinsip-prinsip  hukum yang relevan dan akan menerapkannya 
secara deduktif sehingga ketentuan hukum tersebut akan menuntun penyelesaian 
perkara. Menurut Herman J. Pietersen, yang dimaksud dengan legal formalism 
adalah membangun prinsip-prinsip hukum, proposisi dan justificatory structures 
yang komprehensif dan ketat yang  diaplikasikan pada praktik-praktik hukum 
                                                          
24
     Robin West, Normative Jurisprudence an  Introduction, Cambridge Introcuctions to philoshopy  
and law, Cambrdge University Press, 2011, hlm. 
25
   FX. Adji Samekto, Studi Hukum Kritis Kritik Terhadap Hukum Modern, ctk. Pertama, PT. Citra 
Aditya Bakti, Bandung, 2005,  hlm. 48-49.  
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dengan cara (metode) ilmu alam yang deduktif  logis, tanpa bantuan disiplin 
ilmu-ilmu lain, seperti filsafat atupun ilmu sosial.
26
  
Lebih lanjut menurut FX Adji Samekto, formal justice yang ditegakkan 
dengan mengatasnamakan rule of law belum mampu mewujudkan keadilan yang 
substansial. Penyebabnya adalah, prosedur yang harus dipenuhi untuk memenuhi 
legalitas  sistem hukum moderen. Melalui undang-undang,  menurut Adji, pihak-
pihak tertentu dapat merusak hati nurani atau akal sehat yang ada di balik 
pernyataan ’’semua harus sesuai dengan prosedur hukum dan  formalitas hukum 
tersebut, justru diciptakan oleh hukum modern 
27
 itu sendiri.  
28
     
Menurut  Brian Z. Tamanaha sebagaimana dikutip oleh Satjipto Rahardjo, 
bahwa Rule of law (negara hukum) berkisar pada tiga kelompok pengertian, 
yaitu: 
29
 Pertama, bahwa pemerintah itu dibatasi oleh  hukum. Dalam 
pemahaman yang pertama  ini, negara hukum melindungi  masyarakat  dari 
penekanan (oppression) oleh pemerintah, baik yabg  bersifat komunitarian 
maupun individual. Kedua, negara hukum dipahami  secar legalitas formal. Di 
sini ia dipahami sebagai sesuatu yang sangat berniai (supremely valuable good), 
                                                          
26
   Ibid,  hlm. 49. 
27
  Mac Galanter sebagaimana dikutip oleh Soerjono  Soekanto, ciri–ciri hukum moderen adalah  : 1. 
Sistem  hukum tersebut terdiri dari peraturan-peraturan yang seragam baik dari segi isi maupun dari 
segi pelaksanaanya; 2. Sistem hukum tadi   bersifat  transaksinonal; artinya bahwa hak-hak dan 
kewajiban timbul dari perjanjian yang tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor usia, kelas, agama 
ataupun perbedaan kelamin; 3. Sistem hukum modern bersifat universal, artinya dapat dilaksanakan 
secara umum; 4. Adanya hierarki peradilan yang tegas; 5. Birokratis, artinya melaksanakan 
prosedur sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan; 6. Rasional; 7. Pelaksanaan 
sistem hukum tersebut terdiri dari orang-orang yang sudah berpegalaman ; 8. Dengan 
bekembangnya spesialisasi dalam masyarakat yang kompleks, harus ada penghubung antara 
bagian-bagian yang ada sebagai akibat adanya sistem pengkotakan; 9. Sistem ini mudah dirubah 
untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan kebutuhan masyarakat; 10. Lembaga –lembaga 
pelaksanaan dan penegak hukum adalah lembaga-lembaga kenegaraan, oleh karena negaralah yang 
monopoli  kekuasaan; dan 11. Pembedaan yang tegas antara tugas eksekutif, legislatif dan yudikatif 
(R.Otje Salman, Beberapa Aspek Sosiologi Hukum, ctk. Pertama, Alumni, Bandung, 1993, hlm. 91-
92)                   
28
   FX. Adji Samketo, (M. Tasyirul Afkar), Justice Not For All, Kritik terhadap Hukum Moderen 
dalam Perspekif Studi Hukum Kritis, ctk. Pertama, Genta Press, Yogyakarta, Mei, 2008, hlm. 36-
37.  
29
  Satjipto Raharjo, Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya, Genta Pres, Yogyakarta, 2008, 
hlm.  97-98 
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tetapi belum tentu memiliki nilai  kemanusiaan yang bersifat universal (universal 
human good). Ketiga, pengaturan yang didasarkan pada hukum (rule of law), 
bukan pada orang (rule of man).     
Umumnya, hukum dalam negara modern selalu berkaitan dengan sesuatu 
yang bersifat formal atau diformalkan, yaitu dibuat menjadi formal oleh lembaga 
yang memiliki kekuasaan untuk itu. Formal juga menunjuk kepada prosedur yang 
harus dilalui dalam setiap pembuatan aturan, termasuk kegiatan penafsiran dan 
makna yang dihasilkan. Terhadap hukum yang diformalkan ini secara garis besar 
(ditemukan dalam banyak literatur) ada dua kajian yang dapat dibedakan. 
Pertama,  Kajian akademis, yaitu kajian yang bertujuan mengembangkan bahwa 
hukum positif merupakan teks yang terbuka. Kedua, kajian profesional, 
umumnya kajian yang melihat hukum sebagai teks yang tertutup. Sebagai teks 
yang terbuka, hukum positif tidak hanya dilihat/diterima/dimaknai sebagai 
dogma yang kebenarannya tidak diragukan lagi, tetapi juga dipandang sebagai 
sesuatu yang senantiasa dapat diragukan dan dipertanyakan kebenarannya. 
Sebagai teks yang tertutup, hukum positif dipandang/dipahami sebagai teks yang 
berlaku, mengikat secara formal dan harus dipatuhi atau ditaati sebagai layaknya 
dogma.
30
   
Dalam doktrin/paham legalistik formalistik/paham postivisme, logika 
yang digunakan adalah logika deduktif. Aparat penegak hukum tinggal mencari 
persamaan perbuatan seseorang dengan unsur yang ada dalam undang-undang. 
Apabila pada keduanya terdapat kesamaan, orang tersebut dianggap melanggar 
hukum. Demikian juga dengan ancaman hukuman pidananya,  semua  mengacu 
pada undang-undang. Dalam pelanggaran terhadap Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana (KUHP) misalnya, penerapan ancaman pidana penjara terkadang 
                                                          
30
  Anthon Freddy Susanto, Hukum Dari Consilience Menuju Paradigma Hukum Kontrukstif-
Trangresif (editor: Asep Gunarsa), ctk. Pertama, PT. Refika Aditama, Bandung, Juli, 2007, hlm. 
124-125.   
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menjadi pilihan pertama meskipun terkadang moral masyarakat tidak 
menghendaki. 
Membicarakan jenis hukuman atas perbuatan berupa pidana penjara  yang 
kemudian dihubungkan dengan kondisi  moral masyarakat, jenis hukuman 
tersebut (pidana penjara: penulis) untuk saat ini oleh Daniel McDermott menjadi 
tidak relevan. Daniel McDermott  menegaskan: 
’’Now that we have seen that it is possible for wrongdoers to forfeit their rights 
to non-transferable moral goods, we are finally in a position to understand how 
retributive punishment becomes morally permissible as a result of acts of 
wrongdoing. We start with the idea of persons as members of a common moral 
community. ’’31. 
 
Berangkat dari pendapat di atas,  diketahui  bahwa sekarang ini menjadi 
sebuah kemungkinan bagi orang yang bersalah untuk dijatuhi  hukuman denda, 
balas jasa atau ganti rugi merupakan hukuman yang cocok secara moral dan 
dijinkan secara moral sebagai hasil perbuatan salah/pelanggaran. Gagasan ini 
berangkat dari ide individu sebagai bagian anggota masyarakat moral. 
Sebagai konsekuensi logis pemberlakuan doktrin/paham legalistik 
formalistik,  paham positivisme, penentuan dapat atau tidaknya suatu perbuatan 
dipidana dan prosedur yang harus dipedomani dalam beracara, legalitasnya 
ditentukan oleh undang-undang.
32
 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 
                                                          
31
   Daniel McDermott, The Permissibilty Of Punishhment (Accepted 13 Febryary 2001), Law and 
Philoshopy , An international For Jurisprudence and Legal Philoshopy, Volume 20 No. 4 July 
2001, Kluwer Academic Publishers, hlm. 423.  
32
  Asas legalitas adalah asas yang mempersoalkan apa yang menjadi ukuran, apa yang menjadi 
pedoman dapat atau tidaknya suatu perbuatan dipidana. Apabila yang menjadi ukuran atau yang 
pedoman dapat atau tidaknya suatu perbuatan dipidana adalah Undang-Undang saja, maka disebut 
asas legalitas formal. Apabila yang menjadi ukuran atau yang menjadi pedoman dapat atau 
tidaknya suatu perbuatan dipidana adalah Undang-Undang tertulis dan juga hukum yang tidak 
tertulis, maka disebut asas legalitas materil. Dalam konsep KUHP Nasional menganut asas 
legalitas formal dan asas legalitas materiil, meskipun tidak secara tersurat. Barda Nawawi, tokoh 
yang ikut membidani lahirnya konsep KUHP Nasional, menegaskan bahwa diakomodasinya asas 
legalitas materiil tersebut didasarkan pada landasan kebijakan legislatif nasional setelah 
kemerdekaan, landasan kesepakatan ilmiah/seminar nasional, landasan sosiologis dan landasan 
internasional dan komparatif. Di samping itu, juga sebagai konsekuensi dianutnya ide 
keseimbangan, khusunya yang berkaitan dengan tindak pidana. Ide keseimbangan tersebut 
16 
 
 
 
(KUHAP), tidak memberikan tempat bagi korban 
33
dan pelaku secara mandiri 
untuk menentukan sikap atas tindak pidana yang terjadi, termasuk melakukan 
                                                                                                                                                                     
meliputi: a. keseimbangan monodualistik antara kepentingan umum/masyarakat dan kepentingan 
individu/perorangan; b. keseimbangan antara perlindungan/kepentingan pelaku tindak pidana (ide 
individualisasi pidana) dan korban tindak pidana; c. keseimbangan antara unsur/faktor objektif 
(perbuatan/lahiriyah) dan subjektif (orang/batiniah/sikap batin); ide daad-dader strafrecht; d. 
keseimbangan antara kriteria formal dan materiil; f. Keseimbngan antara kepastian hukum, 
kelenteruan/elastisitas/fleksibiitas dan keadilan; dan g. keseimbangan nilai-nilai nasional dan nilai-
nilai global/internasional/universal (Barda Nawawi Arief, Pembaharuan Hukum Pidana Dalam 
Perpektif Kajian Perbandingan, ctk. Pertama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 12-13). 
Menurut Adi Sulistiyono, dalam perspektif ketatanegaraan substansi  asas legalitas menghendaki 
agar setiap tindakan badan atau pejabat administrasi berdasarkan undang-undang. Tanpa dasar 
undang-undang, badan atau pejabat administrasi negara tidak berwenang melakukan tindakan yang 
dapat mengubah atau mempengaruhi keadaan hukum warga masyarakat. Menurut Ridwan HR 
sebagaimana dikutip oleh Adi Sulistiyono, keberadaan asas legalitas   akan terkait dengan gagasan 
demokrasi dan  gagasan negara hukum. Dalam demokrasi menuntut setiap undang-undang dan 
bebagai keputusan mendapatkan persetujuan dari wakil rakyat dan lebih banyak memperhatikan 
kepentingan rakyat.Gagasan negara hukum menuntut agar penyelenggaraan kenegaraan dan 
pemerintahan harus didasarkan pada undang-undang dan memberikan jaminan terhadap hak-hak 
rakyat yang tertuang di dalam undang-undang. (Adi Sulistiyono, Negara Hukum: Kekuasaan, 
Konsep, dan Paradigma Moral (Editor: Isharyanto, Kundharu dan Kurnardi Hardjoprawiro), ctk. 
Kedua, Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP) UNS dan UPT Penerbit dan Percetakan UNS 
(UNS Press), Surakarta, 2008,hlm. 48).       
33
  Menurut Abdussalam berdasarkan  Crime Dictionary sebagaimana dikutip oleh Bambang Waluyo:’’ 
victim person who has injured mental or physical suffering, loss of property or death resuling from 
an actual or attemted criminal offense commited by another/korban adalah orang yang  telah 
mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati 
atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainya. 
Masih menurut Bambang yang bersumber dari Arief Gosita, korban adalah mereka yang menderita 
jasmaniyah  dan rohaniyah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri 
atau orang lain yang betentangan dengan kepentingan dan hak asasi  yang menderita (Simak 
Bambang Waluyo, Viktiminologi Perlindungan Korban  dan Saksi, ctk. Pertama, Sinar Grafika, 
Jakarta, September, 2011, hlm. 9). Korban menurut Van Boven sebagaimana dikutip oleh  Rena 
Yulia yang nerujuk pada Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan 
Penyalahugunaan Kekuasaan adalah orang yang secara individu maupun kelompok telah menderita 
kerugian, termasuk cedera fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau 
perampasan yang nyata terhadap hak-hak dasarnya, baik karena tindakan (by act) maupun karena 
kelalainya. Dalam pasal 1 United Nation of basic prinsiples of justice for victims of crime and 
abuse of power, victim means persons who, individually or collectively have suffered harm, 
including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substansial impairment 
of their fundamental right, through acts or omissions that  are in violation of criminal laws 
operative within member states, including those laws proscribing criminal abuse of power (Van 
Boven mengacu pada Pasal ini: Penulis). (Simak Rena Yulia, Viktimologi Perlindungan  Hukum 
Terhadap Korban Kejahatan, ctk. Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 49-51). Pengertian 
dan ruang lingkup korban  menurut  kesepakatan internasional yang tertuang dalam rancangan 
deklarasi dan rersolusi Konggres PBB ke-7, yang kemudian menjadi resolusi MU-PBB 40/34, 
bahwa yang dimaksud  dengan korban adalah orang-orang, baik secara individu mapun kolektif, 
yang menderita kerugian akibat perbuatan (tidak berbuat) yang melanggar hukum pidana yang 
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perdamaian/ishlah. Posisi korban dalam KUHAP  hanya diperankan sebagai 
saksi korban sebagai bagian dari keterangan saksi yang merupakan alat bukti. 
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berlaku di suatu negara, termasuk peraturan-peraturan yang melarang penyalahgunaan kekuasaan.  
Dalam bagian lain dinyatakan, khususnya sewaktu  menjelaskan victim of Abuse of Power, bahwa 
dalam pengertian korban  termasuk juga orang-orang yang menjadi korban dari perbuatan (tidak 
berbuat)  yang walaupun belum merupakan pelanggaran terhadap hukum pidana  nasional yang 
berlaku, tetapi sudah merupakan pelanggaran menurut norma-norma HAM yang diakui secara 
Internasional. Pengertian kerugian (harm) menurut resolusi tersebut, meliputi kerugian fisik 
maupun mental (physical or mental injury),penderitaan emosional (emotional suffering), kerugian 
ekonomi (economic loss), atau perusakan substansi dari hak-hak asasi mereka (substantial 
impairment of their fundamental rights. Selanjutnya dikemukakan bahwa seseorang dapat 
dipertimbangkan sebagai korban tanpa melihat apakah sipelaku kejahatan itu sudah diketahui, 
ditahan, dituntut, atau dipidana dan tanpa memandang hubungan keluarga antara sipelaku dan 
korban. Sekiranya cukup layak, istilah korban juga dapat mencakup keluarga dekat  atau orang-
orang  yang menjadi tanggungan korban dan juga orang-orang yang menderita kerugian karena 
berusaha mencegah terjadinya kejahatan (Barda Nawawi Arief, Beberapa  Aspek Kebijakan 
Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Edisi  Revisi Cetakan ke-II, Citra Aditya 
Bakti,Bandung, 2005, hlm. 82-83).                    
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  Pasal 184 KUHAP mengatur: (1) Alat bukti yang sah ialah: a. Keterangan saksi; b. Keterangan ahli; 
c. Surat; d. Petunjuk; e. Keterangan terdakwa. (2) Hal yang  secara umum sudah diketahui tidak 
perlu dibuktikan. Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa 
keterangan dari saksi mengenai suatu perstiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia 
alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuanya itu (Pasal 1 butir 27 KUHAP). Saksi 
adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan 
peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri 
(Pasal 1 butir 26 KUHAP). Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang  yang 
memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu kasus pidana 
guna kepentingan pemeriksaan (Pasal 1 butir 28 KUHAP).  Keterangan ahli ialah apa yang seorang 
ahli nyatakan di sidang pengadilan (Pasal 186 KUHAP). Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 
185 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dibuatkan dengan sumpah, adalah: a. Berita 
acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang 
dibuat dihadapanya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang memuat 
keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialami sendiri, disertai 
alasan yang jelas dan tegas tentang keteranganya itu;  b. Surat yang dibuat menurut ketentuan 
peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk 
dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawabnya dan yang di peruntukan bagi pembuktian 
sesuatu keadaan; c. Surat keterangan  dari seorang ahli yang memuat pendapat  berdasarkan 
keahlianya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya; d. 
Surat lain yang hanya berlaku jika ada hubunganya dengan isi dari alat pembuktian yang lain. 
(Pasal 187 KUHAP). Pasal 188  mengatur: (1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, 
yang karena persesuainya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan  tindak pidana 
itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tidak pidana dan siapa pelakunya. (2) Petunjuk 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)) hanya dapat diperoleh dari: a. Keterangan saksi; b. Surat; c. 
Keterangan terdakwa; (3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap 
keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan 
pemeriksaan  dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya. Pasal 189 
KUHAP mengautur: (1) Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang 
pengadilan tentang  perbuatan yang ia lakukan atau ia ketahui sendiri atau alami sendiri. (2) 
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Keberadaan KUHAP yang merupakan pengganti dari Herzein Inlandsch 
Reglement (HIR), tidak menempatkan perlindungan korban sebagaimana 
mestinya. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) hanya 
menjamin perlindungan hak asasi manusia (pelaku tindak pidana) dan jaminan 
objektivitas kekuasaan peradilan (juga untuk kepentingan pelaku), sementara 
korban tetap dalam posisi lemah.
35
  
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)  tidak memberikan tempat 
bagi korban. Secara normatif, keberadaan KUHP  memang dapat 
                                                                                                                                                                     
Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan 
bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai 
hal yang didakwakan kepadanya. (3) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan untuk dirinya 
sendiri. (4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup  untuk membuktikan bahwa ia bersalah 
melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus  disertai  dengan alat bukti 
yang lain.                                                  
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 Mengenai sejarah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dapat dijelaskan: (1)   
Inlandsch Reglement, yang  biasa di singkat I.R (Stbl 1848 No. 16) memuat hukum acara perdata 
dan hukum acara pidana di muka pengadilan ’’Landraad’’ bagi golongan penduduk  Indonesia dan 
Timur Asing hanya berlaku di Jawa dan Madura, sedangkan untuk luar Jawa dan Madura yang 
berlaku adalah Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Stbl 1927 No. 277). Hukum acara perdata 
dan hukum acara pidana untuk golongan penduduk Indonesia dan Timur Asing (Stbl 1927 No. 227 
) dirubah  dengan Stbl 1941 No. 44 yang namanya berubah menjadi ’’Herzien Inlandsch 
Reglement’’ atau H.I.R. (2) Pada waktu Indonesia dijajah oleh Jepang, maka untuk semua golongan 
penduduk, kecuali bangsa Jepang, di Indonesia hanya terdapat dua pengadilan yaitu ’’Tiho Hooin’’ 
dan ’’Keizai Hooin’’yang merupakan  kelanjutan pengadilan pada waktu penjajahan Belanda 
’’Landraad’’dan ’’Landgerecht’’ dan yang dipergunakan  sebagai hukum acara adalah ’’ Herzien 
Inlandsch Reglement’’ dan ‘’Landgerechtsreglement’’. Berdasarkan Pasal II aturan peralihan UUD 
1945, keduanya tetap berlaku. (3) Dalam pasal 6 Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1951 
menetapkan bahwa untuk seluruh Indonesia berlaku sebagai pedoman untuk beracara  pidana di 
Pengadilan Negeri  berlaku Herzein Inlandsch Reglement (HIR). Herzein Inlandsch Reglement 
merupakan perbaikan dari Inlandsch Reglement yang disesuikan dengan   Inlandsch Reglement 
yang berlaku bagi orang Eropa dan yang diambil adalah bagian-bagian yang cocok untuk orang 
Indonesia, sehingga setelah Indonesia merdeka  HIR tetap diberlakukan  sebagai hukum acara 
pidan sebagai pedoman bagi acara pidana di Pengadilan Negeri. (4) Sebagai realisasi Pasal 24 
UUD Tahun 1945, ialah kekuasaan Negara yang merdeka yang menyelenggarakan penegakan 
hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, maka pada tahun 1964 dibuatlah Undang-Undang No. 
19 Tahun 1964 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekusaan Kehakiman  yang kemudian diubah 
dengan Undang-Undang No. 14  Tahun 1970. (5) Dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 ini 
mencantumkan beberapa ketentuan pokok yaitu masalah perlindungan hak asasi manusia dan 
jaminan objektifitas kekuasaan peradilan. Pasal 12 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 ini 
mengamanatkan  bahwa hukum acara pidana akan diatur dalam Undang-Undang tersendiri. 
Sebagai realisasinya, maka dibutlah UU No. 8 Tahun 1981 tanggal 1 Januari 1981 ditetapkan 
KUHAP. Dalam KUHAP ini pengaturan tentang perlindungan HAM sangat lengkap, sehingga ini 
mengadakan  perubahan yang sangat fundamental terhadap HIR.   (Faisal Salam, Hukum Acara 
Pidana Dalam Teori dan Praktek, Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm. 4-6 )   
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dipertanggungjawabkan. Akan tetapi secara sosiologis, keberadaannya 
menimbulkan masalah. Hal ini dapat dipahami, karena KUHP yang sekarang 
berlaku di Indonesia  tidak berakar dari nilai-nilai dan norma asli Indonesia. 
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 Sejarah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dapat dijelaskan: (1) Pada awalnya di 
Indonesia berlaku dualisme hukum pidana. Bagi orang Eropa  berlaku Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana yang termuat dalam Firman Raja Belanda tanggal 10 Februari 1866 No. 54 
(staatblad 1866 No. 55) yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1867. Bagi orang Indonesia dan 
Timur  Asing (Cina, Arab, dan India/Pakistan) berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  yang 
termuat dalam Ordonnantie tanggal 6 Mei 1872 (Staatblad 1872 No. 85) yang mulai berlaku 
tanggal 1 Januari  1873. Kedua Undang-Undang Hukum Pidana terebut merupakan jiplakan dari 
Code Penal dari Perancis yang oleh Kaisar Napoleon dinyatakan berlaku di Belanda pada saat 
Belanda ditaklukan oleh Napoleon pada permulaan abad  kesembilan belas. (2) Pada tahun 1881 di 
Belanda dibentuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku secara Nasional, yang 
sebagian besar mencontoh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jerman. Di Indonesia juga 
dibentuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie) 
dengan Firman Raja Belanda tanggal 15 Oktober 1915, mulai berlaku tanggal 1 Januari 1918 yang 
sekaligus menggantikan kedua Undang-Undang Hukum Pidana tersebut yang berlaku bagi semua 
penduduk Indonesia. (3) (Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie) dengan Firman Raja 
Belanda tanggal 15 Oktober 1915 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1918 tersebut tetap 
berlaku pada masa pendukan Jepang dan menjelang kemerdekaan, berdasarkan aturan peralihan 
baik dari Pemerintah Jepang maupun dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal II 
 turan Peralihah. Dalam Pasal II  turan Peralihan UUD 1945 mengatur:’’Segala badan negara dan 
peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-
Undang Dasar ini’’. (4) Dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tanggal 26 Februari 1946, 
termuat dalam Berita Negara Republik Indonesia II No. 9 diadakan penegasan tentang hukum 
pidana yang berlaku di Republik Indonesia. Dalam UU No. 1 Tahun  1946 mengatur :’’Dengan, 
menyimpang seperlunya dari Peraturan Presiden Republik Indonesia tertanggal 10 Oktober 1945 
Nomor 2: (5) Pasal 1 : Segala badan-badan negara dan peraturan yang ada sampai berdirinya 
Negara Repubik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, selama belum diadakan yang baru 
menurut Undang-Undang Dasar, masih berlaku asal saja tidak bertentangan dengan undang-undang 
tersebut (6) Peraturan ini berlaku tanggal 17 Agustus 1945.  Penyimpangan dari Peraturan Presiden 
10 Oktober Nomor 2 oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 adalah apa yang ditentukan 
dalam Pasal 1 bahwa peraturan–peraturan hukum pidana yang sekarang (26 Februari 1946) berlaku 
adalah peraturan-peraturan hukum pidana yang ada pada tanggal 8 Maret 1942, saat Pemerintah 
Hindia Belanda menyerah kepada balatentara Jepang yang berganti berkuasa di Indonesia sampai 
dengan tanggal 17 Agustus 1945. Dengan demikian dapat diketahui, bahwa semua peraturan 
hukum pidana yang di keluarkan oleh Pemerintah Jepang dianggap tidak berlaku lagi. (7) Beberapa 
pasal yang  perlu diketahui dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 diuraikan : a. Dengan 
menyimpang  seperlunya dari Peraturan Presiden Republik Indonesia teranggal 10 Oktober 1945 
No. 2 menetapkan bahwa peraturan-peraturan hukum pidana yang sekarang berlaku, ialah 
peraturan-peraturan hukum pidana yang  ada pada tanggal 8 Maret 1942 (Pasal 1 UU No. 1 Tahun 
1946). b. Semua peraturan hukum pidana yang dikeluarkan oleh panglima tertinggi bala tentara 
Hindia-Belanda dulu (Verordeningen van het Militair gezag) dicabut (Pasal 2 UU No. 1 Tahun 
1946). c. Jikalau dalam sesuatu peraturan hukum pidana ditulis ’’Nederlandsch-Indie’’ atau 
’’Nederlansch-Indisc (e) (en)’’ maka perkataan-perkataan itu harus dibaca ’’Indonesie’’ atau 
’’Indonesische (e) (en) (Pasal 3 UU No. 1 Tahun 1946). d. Peraturan hukum pidana, yang 
seluruhnya atau sebagian sekarang tidak dapat dijalankan , atau bertentangan dengan kedudukan 
Republik Indonesia sebagai negara merdeka, atau tidak mempunyai arti lagi, harus dianggap 
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Pengambilalihan hak korban untuk memperoleh keadilan dan keharusan 
pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya oleh negara dengan 
menggunakan prosedur hukum pidana, dalam praktik tidak serta merta memenuhi 
rasa keadilan 
37
 bagi keduanya. Penetapan korban dan pelaku, untuk hanya patuh 
                                                                                                                                                                     
seluruhnya atau sebagai sementara tidak berlaku (Pasal 5 UU Ni. 1 Tahun 1946). e. (1) Nama 
Undang-Undang Hukum Pidana Wetboek van Starfrecht voor Nederlandsch Indie’’ diubah menjadi 
’’Wetboek van strafrecht’’. (2) Undang-Undang tersebut dapat disebut Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana’’ (Pasal 4 UU No. 1 Tahun 1946). f. Dengan tidak mengurangi apa yang ditetapkan 
dalam Pasal 3, maka semua perkataan ’’Nederlansch-orderdaan’’ dalam Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana diganti ’’Warga Negara Indonesia’’ (Pasal 7 UU No. 1 Tahun 1946). (8) Undang-
Undang No. 73 Tahun 1958 tentang menyatakan berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 
Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana untuk seluruh wilayah Republik Indonesia 
dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Undang-Undang No.1 Tahun 1956 Republik 
Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana dinyatakan berlaku untuk seluruh wilayah Republik 
Indonesia (Pasal UU No. 73 tahun 1958).  (Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di 
Indonesia, ctk ketiga, April 2009, Jakarta, hlm. 1-8).  Menurut Moeljatno dalam buku Fungsi dan 
dan Tujuan Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 1985, hlm. 14-15 sebagaimana dikutip oleh oleh 
Nyoman Serikat  Putra Jaya, Relevansi Hukum Pidana Adat Dalam Pembaruan Hukum Pidana, 
PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 79-80, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang 
berlaku berdasarkan Undang-Undang Nol 1 Tahun 1946 adalah hukum peralihan yang hanya 
berlaku untuk sementara dan sifatnya sebagai hukum peralihan, mewajibkan supaya asas-asas dan  
dasar-dasar yang lama diuji untuk membangun tata hukum pidana dan hukum pidana Indonesia 
yang baru. Akan tetapi menurut Moeljatno, sejarah perkembangan semenjak berlakunya Undang-
Undang No. 1 Tahun 1946 (pada saat itu Moeljatno masih hidup: penulis) menunjukan dengan 
jelas bahwa pengujian masih tetap dilandaskan  pada ilmu hukum pidana itu berjalan sangat lambat  
dan sama sekali tidak memuaskan, disebabkan  sipenguji belum mempunyai dasar untuk menguji. 
Hal ini mengakibatkan asas-asas dan dasar-dasar tata hukum pidana kolonial masih tetap bertahan 
dengan selimut dan wajah Indonesia yang telah merdeka tanggal 17 Agustus 1945 yang 
mempunyai kepribadian sendiri (Hamdan, Alasan Penghapus Pidana Teori dan Studi Kasus, 
(editor: Gunarsa), ctk. Pertama, Refika Aditama, Bandung, November, 2012, hlm.17-18). Dengan 
demikian menurut Hamdan, KUHPidana yang berlaku sekarang ini, yang terdiri dari tiga Buku 
(Buku Kesatu tentang Ketentuan Umum, Buku Kedua tentang Kejahatan dan Buku Ketiga tentang 
Pelanggaran) pada dasarya masih berbahasa Belanda. Sampai saat ini terjemahan KUHP yang ada 
bukanlah merupakan terjemahan resmi yang disyahkan oleh Undang-Undang, tetapi diterjemahkan 
oleh beberapa orang  secara pribadi, sehingga hal tersebut dapat saja menimbulkan perberdaan 
istilah  dan penafsiran (ibid, hlm 18).              
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 Suteki yang mengutip pendapat Werner Menski, pencarian keadilan dapat dilakukan dengan 
menggunakan 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan filosofis yang hasilnya adalah keadilan yang 
ideal, normatif positivis yang hasilnya adalah keadilan formal atau disebut juga pseudo justice dan 
socio-legal yang hasilnya adalah keadilan materiil. Disamping itu dikenal juga pendekatan legal 
pluralism, yang hasilmya  adalah keadilan subtantif yang disamakan dengan legal pluralism.   
(Suteki, Menjadi Penegak Hukum Progesif Demi Keadilan Substantif, Makalah disampaikan pada 
Konsersium Hukum Progesif, ’’Dekontruksi Gerakan dan Pemikiran Hukum Progresif’’, Satjipto 
Rahardjo Institue, Hotel Patra Jasa, Semarang, 29-30 November 2013,tanpa hlm).      
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pada hukum acara, bertentangan dengan makna Pasal 28 D Undang-Undang 
Dasar Tahun 1945.
38
  
Keharusan korban dan pelaku untuk  memenuhi prosedur hukum pidana 
dan menggunakan hukum pidana sebagai alternatif pertama dan satu-satunya 
dalam menyelesaikan konflik akibat tindak pidana, bertentangan dengan fungsi 
hukum pidana, karena di dalamnya  mengharuskan pelaku dan korban untuk 
patuh dan tunduk pada prosedur hukum pidana dengan segala konsekuensinya, 
39
 
serta  menempatkan pelaku dan korban tindak pidana sebagai objek hukum bukan 
subjek hukum. 
40
 
Saling memaafkan sesama manusia, tidak bertentangan dengan Pancasila, 
termasuk di dalamnya perdamaian antara pelaku dan korban. Bagi umat Islam, 
pemberian maaf kepada  pelaku tidak pidana oleh korban, merupakan bentuk 
pengabdian seorang makhluk kepada kholiq-Nya yang pengaturanya sudah 
ditentukan dalam Alquran dan Hadis.  
Dalam tertib hukum Indonesia, Pancasila berkedudukan sebagai norma 
dasar yang harus dipedomani oleh para legislator dalam melakukan formulasi 
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  Pasal 28 D Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengaskan:’’Setiap orang berhak atas  pengakuan, 
jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan  yang sama dihadapan 
hukum’’. Sebagai konsekuensi pemberalakuan pasal 128 D Undang-Undang Dasar 1945, maka 
negara harus memberikan kepastian dan jaminan bagi warga negara untuk mendapatkan keadilan 
dalam penyelesaian hukum, sementara metode atau cara yang digunakan menjadi hak warga 
negara. Pemahaman yang demikian penting untuk dikedepankan, agar tidak menimbulkan kesan 
bahwa untuk memperoleh keadilaan dalam berperkara, harus menggunakan hukum formal dan 
tidak boleh menggunakan model yang lain.      
39
  Sebagai alat kontrol, fungsi hukum pidana adalah subsider. Artinya hukum pidana hendaknya baru 
diadakan apabila usaha-usaha lain kurang memadai. Hukum pidana harus sebagai ultimum 
remedium (obat terahir).  
40
 Sanksi hukum pidana bersifat menyakitkan (tragic), sehingga hukum pidana  dikatakan sebagai 
pengiris dagingnya sendiri atau sebagai pedang permata dua. Artinya, bahwa hukum pidana yang 
seharusnya melindungi subyek hukum (termasuk di dalamnya pelaku dan korban), dalam 
pelaksanaannya justru  akan memberikan  penderitaan  bagi orang yang melakukan pelanggaran 
hukum, meskipun yang melanggar  hukum (pelaku) berkedudukan  sebagai subyek hukum yang 
seharusnya mendapatankan perlindungan hukum. Tidak adanya sarana lain kecuali hukum pidana 
bagi korban dan pelaku dalam  menyelesaikan konflik akibat tindak pidana juga dapat dimaknai 
sebagai pengalihan hak dari subyek hukum menjadi hanya sebagai obyek hukum.    
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norma-norma hukum yang ada di bawahnya.
41
 Konsekuensi penempatan 
Pencasila sebagai norma dasar, adalah semua peraturan perundang-undangan, 
termasuk hukum pidana, harus mengacu pada nilai-nilai Pancasila. Dalam konteks 
umat beragama (Islam) di antaranya adalah menjadikan ’’Ishlah’’ antara korban 
dan pelaku sebagai alasan penghapus pidana.  
Memosisikan kembali korban 
42
 tindak pidana sebagai subjek hukum 
dapat dilakukan dengan cara melegalkan mereka untuk menentukan diproses atau 
tidaknya pelaku kejahatan yang dimaksud. Hal ini seyogyanya menjadi agenda 
para legislator. Harapan yang demikian harus dianggap sebagai sesuatu yang logis,  
karena korbanlah yang merasakan akibat langsung  tindak pidana.   
                                                          
41
  Pasal 2 Undang-Undang No.12 tahun 2011 menegaskan Pancasila  merupakan  sumber dari segala 
sumber hukum negara. Pasal 3 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 menegaskan  Undang-Undang 
Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan  dasar  dalam peraturan perundang-undangan. 
Pasal 7 UU No.12 Tahun 2011 menegaskan: (1) Jenis dan hirarki Peraturan Perundang-Undangan 
terdiri atas: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b.Ketetapan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat; c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; d. 
Peraturan Pemerintah;e. Peraturan Presiden; f. Peraturan Daerah Provinsi; dan g. Peraturan Daerah 
Kabupaten/Kota; (2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-Undangan sesuai dengan hierarki 
sebagaimana di maksud pada ayat (1)      
42
 Menurut Heri Taher, pembicaraan tentang hak-hak tersangka  yang adil seakan kondisi  ini seolah 
menutup ruang bagi korban untuk berpartisipasi dalam proses peradilan pidana, akibatnya  terjadi 
ketidakseimbangan antara kepentingan tersangka/terdakwa dan kepentingan korban.  Dalam  
pemikiran  Heri Tahir, mungkin hal ini didasarkan pada pandangan  bahwa hak korban tidak 
relevan untuk diperbincangkan, karena hak korban  secara otomatis dianggap telah terpenuhi ketika  
pelaku telah diproses secara hukum. Pandangan yang demikian mungkin  ada  benarnya apabila 
dikaitkan dengan  fungsi peradilan pidana sebagai pengambilalihan hak seseorang oleh negara 
untuk melakukan  tindakan kepada seseorang yang telah melakukan pelanggaran atas hak-hak 
orang lain. Heri Taher mengingatkan bahwa hak-hak korban seyogyanya   tidak hanya dipahami 
sebatas itu. Dampak psikologis akibat tindak pidana seharusnya juga diperhartikan dan 
dipertimbangkan dalam proses peradilan pidana. Untuk itu menurur Heri Taher sangatlah wajar 
apabila korban diberi hak dalam proses pengambilan keputusan terutama yang berkaitan dengan 
diskresi  yang akan diambil oleh penyidik, penuntut umum serta lembaga pemasyarakatan  atas diri 
pelaku. Diskresi  yang dimaksud antara lain pengalihan penahahan, penangguhan penahanan dan 
pelepasan bersyarat. Selain itu menurut Taher partisipasi korban kejahatan dalam proses peadilan 
pidana dapat pula diwujudkan kedalam bentuk pemberian hak kepada korban untuk menentukan 
apakah kasusnya perlu diajukan atau tidak ke pengadilan oleh penuntut umum. Kesemuanya itu 
menurut Heri dimaksudkan agar proses hukum yang adil bukan sekedar memperjungkan keadilan 
prosedural , melainkan juga keadian substantif, keadilan yang sungguh dirasakan adil oleh korban 
bahkan oleh masyarakat sendiri. Partisipasi korban dalam konteks ini belum diakomodasi oleh 
hukum Indonesia, karena memang di Indonesia menganut dan memberlakukan dominus litis , 
artinya hak penuntutan merupakan monopoli penunt umum atau Jaksa (Heri Tahir, Proses Hukum 
Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia (editor: Sabriantina), ctk. Pertama, 
LaksBang PRESSindo, Yogyakara, Maret, 2010,hlm. 152-153)                  
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Tentunya tidak semua perkara pidana harus diselesaikan dengan 
perdamaian pada tingkat penyidikan. Perkara pidana yang dimungkinkan 
diselesaikan dengan perdamaian pada tingkat penyidikan adalah kejahatan yang 
pelaku dan korbanya bersifat individu, nilai kerugianya menurut pelaku dan 
korban relatif kecil, bukan residivis, bukan perkara perzinahan dan perkosaan.    
Pengikutsertaan korban untuk memaafkan dan melakukan perdamaian 
dengan pelaku, dapat dijadikan sebagai alasan penghapus pidana. Hal tersebut  di 
samping melaksanakan perintah agama Islam juga sebagai perwujudan hak 
korban dalam proses hukum pidana.  
Hukum adalah sarana untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Apabila 
menghukum sebuah kesalahan hanya mengakibatkan kemudaratan, tidak 
menghukum atas sebuah kesalahan menjadi sebuah keharusan. Berdasarkan 
pertimbangan ini, perdamaian menjadi pilihan yang patut dipertimbangkan dalam 
penyelesaian kasus hukum.
43
 
Apabila perdamaian merupakan bagian  pelaksanaan agama di Indonesia 
dan juga pengamalan sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai manifestasi Sila 
kesatu Pancasila dan Pancasila diposisikan sebagai sumber segala sumber 
hukum, mengikutsertakan perdamaian sebagai alasan penghapus pidana, 
seyogyanya menjadi sesuatu yang mungkin.
44
 
                                                          
43
  Dalam hubungannya dengan penyelesaian konflik akibat kejahatan, ada beberapa perbedaan yang 
prinsipil antara penyelesaian konflik dengan menggunakan hukum pidana dan dengan 
menggunakan islah. Perbedaan tersebut adalah: a. Ishlah berbicara masa depan, sementara 
menghukum berbicara masa lalu; b. Ishlah berbicara menang dan menang, sementara menghukum 
berbicara kalah dan menang ; c. Ishlah berbicara benar dan benar, sementara menghukum berbicara 
benar dan salah; d. Islah menjanjikan penyelesaian konflik, sementara menghukum menciptakan 
konflik; e. Ishlah memberikan keadilan, sementara menghukum hanya memberikan kepastian 
hukum; f. Ishlah tidak memerlukan biaya banyak, sementara menghukum memerlukan biaya yang 
banyak. 
44
 Pasal 1 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia  Nomor : III/MPR/2000 
tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan menegaskan : a. Sumber 
hukum adalah sumber yang dijadikan bahan untuk penyusunan peraturan perundang-undangan; b. 
Sumber hukum terdiri atas sumber hukum tertulis dan tidak tertulis; c. Sumber hukum dasar 
nasional adalah Pancasila sebagaimana yang tertulis dalam pembukuan Undang-Undang Dasar 
1945  yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Persatuan 
Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh khitmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan 
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Pada prinsipnya perdamaian dapat dilakukan kapan saja. Dalam konsep 
Islam, memberikan maaf baik diminta maupun tidak diminta,  dapat dilakukan 
setiap saat dan setiap waktu. Demikian juga permintaan maaf, sebaiknya  
dilakukan pada saat  setelah  ia menyadari bahwa ia telah bersalah kepada orang 
lain. Dalam konteks proses hukum, seharusnya dilakukan pada saat perkara 
sudah sampai  pada saat penyidikan,
45
 oleh penyidik. 
46
 Dasar pertimbanganya 
adalah pada saat itu seseorang yang disangka sudah dapat diketahui  tentang 
salah dan tidaknya. 
47
  
Penenentuan perdamaian pada tahapan penyidikan bukan berarti menutup 
kemungkinan dilakukannya perdamaian pada tahapan lain, seperti tahap 
penuntutan dan tahap pemeriksaan pengadilan. Apabila ishlah diterapkan pada 
tingkat penyidikan, kemungkinan timbulnya kerugian yang lebih besar dalam 
proses hukum setelah itu yang terkadang sangat melelahkan dapat dihindari. 
48
 
                                                                                                                                                                     
Perwakilan, dan keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Penegasan Pancasila sebagai 
sumber segala sumber hukum negara juga tercantum pada Pasal 2 Undang-Undang No. 12 Tahun 
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Penempatan  Pancasila sebagai 
sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, 
Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatanyang dipimpin oleh hikmat 
kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat 
Indonesia. Menempatkan Pancasila sebagai dasar ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis 
negara sehingga setiap materi muatan Peraturan Perundang-Undangan tidak boleh bertentangan 
dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila (Penjelasan  Pasal 2 Undang-Undang No. 12 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.     
45
  Penyidikan adalah serangakaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur oleh 
Undang-Undang ini mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membut terang tindak 
pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 ke-2 KUHAP).    
46
  Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri  sipil 
tertentu yang diberi wewenang  khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan (Pasal 1 
ke-1 KUHAP).  
47
   Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatanya atau keadaanya, berdasarkan bukti permulaan 
patut diduga sebagai pelaku tindak pidana (Pasal 1 ke-14 KUHAP).  
48
 Muhammad Taufik yang mengutip dari beberapa sumber mencatat kasus-kasus yang cukup 
fenomenal  dalam peradilan bagi wong cilik/the poor, diantaranya: 1. Pencurian satu buah 
semangka oleh Cholil dan Basar Suyanto yang berahir dengan pidana percobaan 1 bukan; 2. 
Pencurian kapuk randu seharga Rp. 12.000 dan 4 anggota keluarga ditahan di LP Rowobelang dan 
berahir dengan pidana penjara 24 hari; 3. Pencurian setandan  pisang klutuk oleh Pak Klijo (76 
tahun) seharga Rp. 200 di Sleman  Yogyakarta tanggal 7 Desember 2009 dan terdakwa mendekam 
di LP Cebongan Sleman; 4. Pencurian 3 biji kakau seharga Rp. 2.100 oleh Mbok Minah tanggal 2 
Agustus 2009 dan pelaku dipidana 1 bulan 15 hari; 5. Lanjar Sriyanto, Pengandara motor yang 
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Pertimbangan lainya adalah bahwa perdamaian  antara pelaku dan korban pada 
tingkat pengadilan tidak dapat menghapuskan hukuman dan hanya menjadi 
alasan yang meringankan hukuman.
49
  
Beberapa contoh putusan pengadilan yang mengakomodasi perdamaian 
dan  oleh hakim dijadikan dasar dalam penjatuhan pidana yang lebih ringan, 
yaitu sebagai berikut. 1. Dalam perkara lalu lintas yang menyebabkan matinya 
orang lain, terdakwa dijatuhi pidana penjara 4 (empat) bulan dengan masa 
percobaan 8 (delapan) bulan (Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor: 
                                                                                                                                                                     
mengalami kecelakaan  dan istrinya meninggal, didudukan sebagai terdakwa; 6. Pencurian sehelai 
baju tetangga oleh Aspuri yang berahir diterali besi tahanan; 7. Pencurian sendal jepit yang dikira 
milik anggota polisi oleh AAL (15 tahun) dan pelaku tetap dianggap bersalah; 8. Pencurian enam 
biji piring majikan oleh Rasminah yang berahir di pengadilan; 9.Pencurian  50 gram merica oleh 
nenek Rawi (66 tahun)  yang  berahir dengan pidana 2 bulan 25 hari di PN Sinjai; 10. Kasus 
pemotongan dua buah bambu milik tetangga oleh Munir dan Budi  yang berahir dengan dipesakitan 
PN Magelang (Ahmad Taufik, op.cit., hlm. 4-5). Dengan meminjam contoh kasus ’’mbah Minah’’ 
dalam pencurian buah kakou dan  pencurian singkong di perkebunan milik sebuah perusahaan di 
Sumatera, Nurhasan Ismail menegaskan bahwa hakim  menggunakan logika deduktif dan silogisme 
untuk menentukan kesesuaian antara  perilaku dalam norma dan unsur perilaku yang terjadi. 
Tujuanya adalah menentukan kesimpulan adanya kesalahan terdakwa  (Nurhasan Ismail, Ilmu 
Hukum Dalam Perspektif Sosiologis (Obyek berbincangan yang terpinggirkan). Kongres Ilmu 
Hukum Refleksi dan Rekontruksi Ilmu Hukum Indonesia, Bagian Hukum dan Masyarakat, 
Fakultas Hukum, Univiersitas Diponegoro, Semarang, 19-20 Oktober 2012, hlm.  7).   Contoh 
kasus sebagaimana tersbeut di atas, tentunya belum cukup mewakili untuk mengatakan  hanya 
kasus itu yang tejadi. Di luar itu, masih banyak, tetapi tidak mengemuka dan jauh  dari 
pengamatan. Banyak sengketa hukum yang penyelesainya  dilakukan dengan mendasarkan pada 
peraturan perundang-undangan, namun sengketanya tidak berakhir,  bahkan semakin intens. 
Penggunaan peraturan perundang-undangan hanya dapat menghilangkan gejala luar sengketanya, 
namun tetap gagal  memadamkan sumber sengketanya. Penyelesaian pelanggaran hukum  pidana 
tertentu, menimbulkan gelombang protes, karena di samping tidak menimbulkan efek jera juga 
tidak berkontribusi pada pemadaman sumber inti dari munculnya pelanggaran hukum (  Ibid, hlm. 
11.)                   
49
   Di pengadilan negeri, kesepakatan damai antara pelaku dan korban tidak menjadi alasan penghapus 
pidana. Kesepakatan damai, hanya menjadi alasan yang meringankan pidana/hukuman. Surat 
kesepakatan damai  tersebut, dilapirkan dalam bukti (alat bukti). Kesepakatan damai tersebut, 
secara limitatif di sebutkan dalam hal-hal yang meringankan. Tindak pidana yang di mungkikan 
damai, hanya kasus-kasus (tindak pidana) yang ringan. Seperti,378, 372, 362 KUHP dan Pasal 310-
311 Undang-Undang tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Wawancara dengan Ibu Tursina 
Afiyanti, Hakim Pengadilan  Negeri Bale Bandung, 21  September, 2013).  Dalam praktik, 
restorative justice tidak sampai pada tingkat pemeriksaan pengadilan, kecuali hanya sebatas alasan 
yang merigankan hukuman. Untuk mewujudkan pelaksanaan restorative justice, harus diawali 
dengan perubahan paradigma aparat penegak hukum, terutama para Jaksa, karena pengadilan 
dalam memutuskan perkara mendasarkan  pada surat dakwaan (Wawancara dengan Kadim, Hakim 
Pengadilan Negeri Surakarta, 16 September 2013).      
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184/Pid.B.AN/2013/PN.Sbr., tanggal 1 Juli 2013); 
50
 2. Dalam kasus 
kealpaan/kelalaian yang menyebabkan matinya orang lain, terdakwa dipidana 
dengan pidana selama 6 (enam) bulan (Putusan Pengadilan Negeri Sumber 
Nomor: 515/Pid.B/2012/PN.SBR. tanggal 8 Januari 2013); 
51
 dan 3. Kasus lalu 
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 Dalam  Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor: 184/Pid.B.AN/2013/PN.Sbr., tanggal 1 Juli 
2013, Fulan bin Fulan pada hari Rabu, tanggal 20 Pebruari 2013 sekitar pukul 13.00.Atau setidak-
tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2013 bertempat di desa Geyongan, 
Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon atau setidak-tidaknya  pada suatu tempat lain yang 
masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan  Negeri Sumber yang berwenang untuk 
memeriksa dan mengadilinya telah mengemudikan kendaran bermotor yang karena kelalainya  
mengakibatkan orang lain meninggal dunia yang dilalukan oleh terdakwa dengan cara dan 
rangkaian perbuatan, pada hari Rabu,tanggal 20 Pebruari 213 sekitar pukul 13.00 WIB, terdakwa 
yang sedang mengendari sepeda motor Yamaha Jupiter No. Pol. E 2960 LV melaju di jalan umum 
jurusan Arjawinangun menuju ke arah Ciwaringin, lalu terdakwa melihat di depan searah sepeda 
motor terdakwa melaju sepeda angin yang dikayuh Warjo bin Warjan (almarhum), dan pada saat 
sepeda motor  yang terdakwa kendarai melaju mendahului dari sebelah kanan sepeda angin tersebut 
tiba-tiba sepeda angin tersebut melaju ketengah jalan dan sepeda motor terdakwa kendarai sempat 
membunyikan klakson sebagai tanda peringatan namum jaraknya sudah dekat menyebabkan sepeda 
angin tersebut tertabrak sepeda  motor yang terdakwa kendarai. Akibat perbuatan terdakwa tersebut 
menyebabkan Warjo bin Warjan meninggal dunia sebagaimana disebutkan pada Visum  Et  
Repertum dari Rumah Sakit Sumber waras Nomor: 01/03/2013 yang ditandatangani  oleh dr.Nieke 
Zakaria yang telah  memeriksa Warjo bin Warjan, umur 70 tahun, laki-laki, agama Islam, pekerjaan 
swasta, alamat desa Kebonturi Rt.03 Rw. 03 Kecamatan Arjawinmangun, Kabupaten Cirebon. Atas 
terjadinya kecelakaan tersebut, orang tua pengendara sepeda motor Yamaha Jupiter MX yang 
menabrak ayah saksi (terdakwa) telah memberikan santunan biaya kematian secara bertahap dan 
total seluruhnya Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) kepada saksi mewakili keluarga. Saksi 
dan keluarga telah menerima kalau kecelakaan tersebut sebagai takdir dan tidak saling menuntut 
baik pidana maupun perdata yang dituangkan dalam surat Pernyaatan pada hari kamis, tanggal 21 
Pebruari 2013. Menurut Hakim pengadilan Negeri Sumber, hal-hal yang meringankan  di 
antararanya: 1. Terdakwa telah memberi santunan kepada keluarga korban Warjo bin Warjan 
sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah); 2. Telah ada perdamaian dan saling memaafkan 
antara keluarga terdakwa dan keluarga korban Warjo bin Warjan yang dituangkan dalam Surat 
Pernyataan Bersama tertanggal  14 Maret 2013 dan kuitansi tertanggal 25 Pebruari  2013; dan 3. 
Terdapat  saran dari Laporan Hasil LITMAS agar terdakwa di pidana bersyarat di bawah 
bimbingan Bapas kelas I Cirebon, mengingat terdakwa  masih  bersekolah. Pengadilan 
memutuskan terdakwa: 1. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 4 
(empat) bulan; dan 2. Menetapkan bahwa hukunan tersebut tidak akan dijalankan kecuali di 
kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, karena  terdakwa dipersalahkan melakukan 
sesuatu kejahatan/pelanggaran atau tidak mencukupi  sesuatu syarat  sebelum masa habis 
berakhirnya  dalam masa percobaan selama 8 (delapan) bulan.     
51
 Dalam  Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor: 515/Pid.B/2012/PN.SBR. tanggal 8 Januari 
2013 disebutkan, Fulan bin Fulan (Anggota Polri Pangkat Brigadir), pada hari minggu, tanggal 05 
Juli 2012 sekira pukul 01.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli atau 
setidak-tidaknya masih dalam tahun  2012  bertempat di Jalan Raya Karangwangi Kecamatan 
Karangsembung atau setidak-tiaknya pada tempat  tertentu yang masih termasuk dalam daerah 
hukum Pengadilan Negeri Sumber yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, karena 
kesalahanya (kealpaanya) menyebabkan orang lain mati. Perbuatan tersebut dilakukan oleh 
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lintas yang menyebabkan luka, terdakwa diancam dengan pidana 8 (delapan) 
bulan dengan masa percobaan 12 (dua belas) bulan (Putusan Pengadilan Negeri 
Sumber Nomor: 63/Pid.B.An/2013/PN.Sbr., tanggal 13 Maret 2013).  
52
              
                                                                                                                                                                     
terdakwa  dengan cara pada awalnya terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 04 Agustus 2012 mulai 
pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 08.00 WIB besok harinya melakukan Piket Reskrim di 
Polsek Karangsembung, kemudian sekitar pukul 21.00 WIB terdakwa ditelepon temanya penduduk 
Desa Karangsembung untuk bertemu di daerah Karangwangi. Kemudian setelah berkumpul dengan 
beberapa temanya, tedakwa mengumpulkan uang bersama temanya untuk membeli minuman keras 
jenis  AO (Arak Obat) cap orang tua yang dioplos dengan Bir Bintang Zero. Selanjutnya    
terdakwa bersama dengan temanya meminum minuman keras tersebut sampai dengan pukul 01.30. 
Setelah itu terdakwa berangkat hendak  membeli rokok dan bertemu dengan kelompok pemuda 
warga Blender dan setelahnya  terdakwa langsung mendekati pemuda Desa Blender  yag berjumlah 
10 orang  tersebut dan terdakwa mengeluarkan senjata api dinas yang ada ditas kecil dan 
menembakan peringatan ke atas dengan tujuan  untuk membubarakan. Setelah  senjata api meletus 
ke atas, tiba-tiba penarik senjata tidak mau kembali dan kemudian terdakwa berusaha untuk 
memperbaiki senjata api dengan cara dipegang, kedua tangan disadari arah senjata secara datar ke 
arah tubuh korban CA, dan pada saat itu terdakwa juga mengetahui dan tidak disengaja senjata api 
tersebut meletus hingga mengenai tubuh korban CA sehingga jatuh ke tanah dengan posisi miring 
dan langsung dibawa ke Rumah Sakit, namun sesampainya di Rumah Sakit korban meninggal 
dunia. Berdasarkan kesimpulan Visum Et Repertum yang dikeluarkan  oleh Rumah Sakit 
Bhayangkara Indramayu yang ditandatangani oleh M. Ihsan Wahyudi dokter Spesialis pada bidang 
Kedokteran dan Kesehatan Polda Jabar tanggal 05 Agustus 2012 adalah ditemukannya luka lecet 
geser pada jari-jari kaki kanan dan kiri akibat kekerasan. Arah tembakan mendatar berasal dari arah 
kanan belakang korban yang ditembakan dari arah jauh. Berdasarkan ukuran luka tembak tersebut, 
diperkirakan proyeksi, berdiameter nol koma sembilan meter, terdapat kerusakan  pembuluh darah 
pada daerah rongga perut dan terdapat tanda-randa pendarahan hebat. Sebab pastinya kematian 
pada orang itu adalah luka tembak yang mengakibatkan terputusnya pembuluh darah pada darah 
rongga perut sehingga menyebabkan pendaharahan hebat. Berdasarkan  keterangan salah seorang 
saksi W bin R yang tidak lain adalah orang tua kandung CA, pada awalnya tidak menerima 
anaknya meninggal karena tertembak oleh terdakwa. Setelah pikir-pikir dan meganggap itu sebagai 
takdir, maka saksi menerima santunan yang diberikan oleh keluarga  terdakwa sebesar 
Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah). Saksi dan istrinya serta keluarga terdakwa sudah saling 
memaafkan dan menganggap sebagai takdir. Menurut hakim pengadilan Negeri Sumber, hal-hal 
yang meringankan antara lain: 1. Keluarga terdakwa dan keluarga korban telah saling menyatakan 
perdamaian berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 5 September 2012 dan  2, Keluarga terdakwa 
telah memberikan santunan uang duka sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) kepada 
keluarga korban kuantansi  tanggal 5 September 2012. Putusan pengadilan menjatuhkan pidana 
penjara selama 6 (enam) bulan.      
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  Dalam Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor: 63/Pid.B.An/2013/PN.Sbr., tanggal 13 Maret 
2013, disebutkan terdakwa Fulan bin Fulan pada hari Sabtu, tanggal 8 Desember 2012 sekitar 
pukul 22.30 WIB  atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk  dalam tahun 2012 
bertempat di jalan umum jurusan Sumber menuju arah Majalengka termasuk Desa Bobos 
Kecamatan Dukuputang Kabupaten  Cirebon atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang 
masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sumber yang berwenang untuk memeriksa dan 
mengadilinya telah dengan sengaja  mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara  atau keadaan 
yang membahayakan bagi nyawa atau barang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban 
luka ringan dan kerusakan kendaraan, yang dilakukan terdakwa dengan cara pada hari Sabtu, 
tanggal 8 Desember 2012 sekitar pukul 22.30 WIB terdakwa yang dalam keadaan terpengaruh 
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Setiap putusan pengadilan, baik yang mengakomodasi ishlah maupun 
tidak, harus ditaati. Dalam pengadilan berlaku asas universal. Maksudnya,  
putusan hakim harus dianggap benar (res judicato pro veritate habetur) dan juga 
prinsip putusan pengadilan tidak dapat dibatalkan kecuali melalui putusan 
pengadilan. Arief Hidayat yang mengutip pendapat K.C. Where, menyatakan 
bahwa kekuatan hukum  putusan pengadilan setingkat dengan konstitusi yang  
merupakan hukum tertinggi (supreme law of the land). Hal inilah  menurut Arief 
Hidayat yang melandasi pikiran putusan  pengadilan yang bersifat  final dan 
mengikat tidak dapat diubah dengan cara apa pun dan lembaga mana pun selain 
dari pengadilan itu sendiri.
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minuman beralkohol (minuman keras) mengendarai sepeda motor Suzuki Spin Nopol: E 5653 KR 
berboncengan dengan Saksi MS bin E melaju dari arah Sumber tepatnya dari arah Balad menuju 
Majalengka dengan tujuan akan pulang ke rumah terdakwa, lalu terdakwa mengendarai sepeda 
motornya  menggunakan jalur sebelah kiri tetapi terdakwa mengetahui di depan Polsek 
Dukupuntang sedang diadakan operas razia juga tidak meggunakan helm dan mulut terdakwa bau 
minuman alkohol sehingga terdakwa memutuskan untuk tetap memacu sepeda motonrnya pada 
saat seorang petugas Polisi (saksi M bin R) menghentikan laju sepeda motor terdakwa 
menggunakan lampu senternya, kemudian terdakwa menghindar ke arah sebelah kiri ada Polisi 
(saksi D bin S) yang sedang berdiri sehingga sepeda motor terdakwa menabraknya besamaan 
dengan pembonceng saksi M bin E juga jatuh  bersama saksi D bin S, dan karena takut pulang ke 
rumah terdakwa sempat mampir ke rumah temanya dan baru sekitar pukul 00.00 WIB tedakwa 
pulang ke rumah terdakwa dan kemudian kakak terdakwa  memberitahu kalau terdakwa dicari 
Polisi, lalu  pada hari Senin tanggal 10 Desenber 2012 sekitar pukul 08.00 terdakwa  dijemput  
petugas dari Polsek Dukupuntang. Berdasarkan pemeriksaan luka yang diderita korban 
sebagaimana dalam Visum Et Repertum dari Rujah Sakit Mitra Plumbon Nomor: 
42078/SR.MP/VR/XII/2012 yang ditandatangani Kristiato, dr. yang  memeriksa D bin S, 45 Tahun, 
laki-laki, pekerjaan Polisi, alamat Desa Sindang Mekar Rt.01.Rw.07 Kecamatan Dukupuntang 
Kabupaten  Cirebon, dengan hasil pemeriksaan, ditemukan luka robek pada pelipis kiri ukuran 
empat  sentimeter kali satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter, pada lutut kiri terdapat luka 
lecet ukuran tiga sentimeter kali  satu sentimeter diduga akibat trauma benda tumpul. Pada 
pemerilsaan foto schedel Ap dan lateral dengan hasil linear fracture anterior rumus mendibular 
dextra. Pasien kemudian dirawat. Perbuatan terdakwa  sebagaimana diatur dan diancam  dengan 
pidana dalam Pasal 311 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009 tentang  Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 
Atas terjadinya kejadian tersebut, antara pihak keluarga terdakwa dengan saksi korban sudah  
membuat surat pernyatan bersama/perdamaian tanggal 13 Maret 2013. Dalam kasus tersebut, 
hakim menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan. Menetapkan pidana 
tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dari hakim, terpidana 
dinyatakan terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana sebelum masa berahirnya percobaan  
selama 12 (dua belas) bulan.  
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 Arief Hidayat, Konstitualisme Progresif dalam Prespektif Teodemokrasi-Teomonokrasi, 
disampaikan pada Konsorsium Hukum Progresif  ’’Dekontruksi Gerakan dan Pemikiran 
Progresif’’,Satjipto Rahardjo Institue, Hotel Patra Jasa, Semarang, 29-30 November, 2013.hlm. 2. 
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Sebagaimana halnya dengan penyelesaian perkara pidana dengan 
prosedur formal, penyelesaian dengan perdamaian juga memerlukan kepastian 
hukum yang didasarkan pada peraturan tertulis dan diakui oleh lembaga. 
Peraturan tertulis tersebut,dalam batas minimal mengatur tentang jenis pidana, 
prosedur, dan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya.  
Dalam praktik, keberadaan Polisi khususnya yang berperan diri sebagai 
penyidik, lebih dominan sebagai penegak Undang-Undang daripada peran 
sebagai penegak hukum. Akibat ketimpangan peran tersebut, kesuksesan Polisi 
terkadang diukur dengan sedikit banyakya melimpahkan perkara pidana ke 
kejaksaan.  Akibatnya, semua perkara yang masuk, harus diproses dengan 
menggunakan prosedur hukum pidana. Kalaupun tidak, dasar pertimbangannya 
adalah karena tersangka tidak terbukti melakukan tindak pidana yang kemudian 
dikeluarkan Surat Perintah Penghentian Pendidikan (SP3).  
Pihak-pihak yang merasakan akibat dan juga berhubungan dengan tindak 
pidana adalah korban dan pelaku. Apabila demikian halnya, mengapa pelaku dan 
korban tidak diberi peran dalam penyelasaian tindak pidana, termasuk di 
dalamnya untuk melakukan perdamaian  dan kemudian  diakui serta diakomodasi  
oleh Undang-Undang sebagai alasan penghapus  pidana. Memberi maaf dan 
                                                                                                                                                                     
Putusan  pengadilan yang bersifat  final dan mengikat tidak dapat diubah dengan cara apapun dan 
lembaga manapun selain dari pengadilan itu sendiri, dikecualikan atas putusan hakim Mahkamah 
Konstitusi. Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai 
diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum (Pasal 47 UU No. 24 Tahun 2004 tentang 
Mahkamah Konstitusi). Mengacu pada pasal 47 UU No. 24 Tahun 2004, dapat diketahui, bahwa 
sejak dibacakanya putusan Mahkamah Konstitusi, maka putusan tersebut telah memiliki kekuatan 
hukum yang tetap/tidak dimungkinkan adanya upaya hukum. Tidak adanya upaya hukum atas  
putusan Mahkamah Konstitusi adalah wajar, oleh karena Mahkamah Konstitusi tidak mengadili 
pokok perkara tertentu. Menurut Pasal 1 angka 3 UU No. 24 Tahun 2004, Mahkamah Konstitusi 
berwenang memeriksa dan mengadili permohonan, mengenai: a. pengujian undang-undang 
terhadap Undang-Undang Dasar Negara  Republik Indonesia Tahun 1945; b. sengketa kewenangan 
lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 
Tahun 1945; c. pembubaran partai politik; d. perselisihan tentang hasil pemilihan umum; atau e. 
pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau WakilPresiden diduga telah melakukan pelanggaran 
hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana lainya, atau 
perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.      
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meminta maaf antar manusia dalam  masalah kejahatana (hudud) menjadi alasan 
untuk tidak dijatuhinya sanksi atas kejahatan tersebut, kecuali berita itu telah 
sampai kepada pemimpin negara. 
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Berdasarkan uraian tersebut,  penulis tertarik  melakukan penelitian. 
Hasil penelitian tersebut disusun dalam bentuk disertasi yang berjudul 
’’Perdamaian dalam Penegakan Hukum Pidana pada Tingkat Penyidikan 
Relevansinya dengan Ishlah menurut Hukum Islam’’ 
 
B. Perumusan Masalah 
Masalah dapat dirumuskan sebagai berikut 
1. Bagaimanakah praktik perdamaian dalam penegakan hukum pidana pada 
tingkat penyidikan?  
2. Bagaimanakah model perdamaian dalam penegakan hukum pidana pada 
tingkat penyidikan yang relevan  dengan ishlah menurut hukum Islam?   
C. Tujuan Penelitian 
Secara umum, tujuan  penelitian ini adalah mendeskripsikan realitas 
perdamaian dalam penegakan hukum di tingkat penyidikan sebagai bagian 
pemenuhan hak korban  tindak pidana. Deskripsi tersebut mencakup jenis pidana, 
dasar hukum, pihak-pihak yang berperan, prosedur, dasar pertimbangan, dan 
manfaat. Gambaran tentang perdamaian antara pelaku dan korban di tingkat 
penyidikan tersebut, selanjutnya akan disandingkan dengan ishlah menurut 
hukum Islam sebagai alasan penghapus pidana, untuk diketahui/ditemukan 
relevansinya. Berdasarkan relevansi tersebut, dimungkinkan menjadi bahan  bagi 
pembentuk undang-undang  untuk memformulasikan model perdamaian yang 
relevan dengan ishlah dalam  penegakan hukum pidana pada tingkat penyidikan 
di Indonesia.  
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Secara  khusus tujuan penelitian ini adalah untuk 
1. Mendeskripsikan dan menganalisis tentang praktik perdamaian  dalam 
penegakan hukum pidana di tingkat penyidikan.   
2. Memformulasikan model perdamaian dalam penegakan hukum pidana di 
tingkat penyidikan yang relevan dengan Ishlah menurut hukum Islam. 
D. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat  teoretis 
Secara teoretis hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat  bagi 
pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana. Dalam konteks ini 
adalah pertanggungjawaban pidana melalui ishlah. Di samping itu, hasil 
penelitian ini  kiranya dapat menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya yang 
bertema sama. 
2. Manfaat Praktis  
Secara praktis penelitian diharapkan menjadi sumbangan pemikiran 
bagi lembaga legislatif dan menjadi dasar ataupun naskah akademik dalam 
pembuatan  Undang-Undang yang di dalamnya memberikan tempat  bagi 
korban tindak pidana dan pelaku untuk berdamai, serta  selanjutnya dapat  
menjadi alasan penghapus pidana. 
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